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O B e by JUSTITIA hukum dagang di tengah globalisasi serta darr_lpaknya

terhadap pembentukan, penegakan, dan interpretasi hukum

perdata di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi

kepustakaan dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil kajian menunjukkan bahwa

globalisasi tidak hanya memperluas ruang lingkup hukum dagang tetapi juga menuntut

pembaruan terhadap asas-asas hukum perdata agar tetap relevan dengan kebutuhan
ekonomi modern dan standar hukum internasional.

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan,
termasuk dalam bidang hukum. Globalisasi ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya arus
barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara menuntut adanya sistem hukum yang
adaptif terhadap dinamika perdagangan internasional. Dalam konteks ini, hukum dagang
menjadi salah satu pilar penting yang mengatur hubungan ekonomi antar pelaku usaha baik
di tingkat nasional maupun internasional. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi
perdagangan juga memperluas ruang lingkup hukum dagang, menjadikannya instrumen vital
dalam menjaga kepastian dan keadilan dalam kegiatan ekonomi global (Burri 2023).

Hukum dagang di Indonesia pada dasarnya berakar pada Wetboek van Koophandel
(WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan warisan kolonial
Belanda (Hayati 2021). Namun, dalam perkembangannya, banyak ketentuan dalam KUHD
yang sudah tidak relevan dengan praktik perdagangan modern. Perubahan pola transaksi,
kemunculan perusahaan multinasional, serta sistem perdagangan berbasis digital menuntut
adanya pembaruan dan harmonisasi peraturan agar sesuai dengan perkembangan global.
Oleh karena itu, pembaharuan hukum dagang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga
konseptual dan normatif untuk menyesuaikan dengan tuntutan globalisasi ekonomi.

Globalisasi membawa tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia
dalam menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan keterlibatan dalam sistem ekonomi
global. Berbagai perjanjian perdagangan internasional seperti WTO, AFTA, dan RCEP
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mendorong Indonesia untuk menyesuaikan regulasi hukum dagangnya agar sejalan dengan
standar internasional. Hal ini menciptakan konsekuensi langsung terhadap hukum perdata
nasional, karena sebagian besar hubungan hukum dalam perdagangan internasional tetap
berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum perdata seperti asas kebebasan berkontrak, itikad
baik, dan tanggung jawab perdata.

Globalisasi membawa tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia
dalam menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan keterlibatan dalam sistem ekonomi
global. Berbagai perjanjian perdagangan internasional seperti WTO, AFTA, dan RCEP
mendorong Indonesia untuk menyesuaikan regulasi hukum dagangnya agar sejalan dengan
standar internasional. Hal ini menciptakan konsekuensi langsung terhadap hukum perdata
nasional, karena sebagian besar hubungan hukum dalam perdagangan internasional tetap
berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum perdata seperti asas kebebasan berkontrak, itikad
baik, dan tanggung jawab perdata.

Dari perspektif hukum perdata, globalisasi membawa dampak terhadap perubahan
paradigma dalam pengaturan perjanjian, tanggung jawab hukum, dan perlindungan terhadap
pihak yang lemah dalam transaksi dagang (Harahap and Chrisanta 2023). Asas-asas
fundamental dalam hukum perdata seperti pacta sunt servanda (janji harus ditepati) dan
freedom of contract (kebebasan berkontrak) kini harus diimbangi dengan prinsip keadilan dan
kepatutan yang bersifat universal. Selain itu, munculnya transaksi elektronik (e-commerce)
dan kontrak digital memerlukan pembaruan norma hukum perdata agar mampu memberikan
perlindungan hukum yang efektif di dunia maya.

Transformasi yang terjadi akibat globalisasi juga menimbulkan kebutuhan terhadap
pembentukan hukum nasional yang bersifat responsif dan adaptif (Impact et al. 2025). Hukum
dagang harus mampu menjadi sarana pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan aspek
keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pembaruan hukum dagang tidak hanya
berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada perlindungan hak-hak individu, tanggung
jawab sosial, dan keberlanjutan sistem hukum nasional. Dalam hal ini, keterkaitan antara
hukum dagang dan hukum perdata menjadi semakin erat dan memerlukan pendekatan holistik
dalam pembentukannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa globalisasi telah menjadi
faktor utama yang mendorong perubahan dan perkembangan hukum dagang di Indonesia
(Impact et al. 2025). Dampak dari perubahan tersebut turut mempengaruhi struktur, prinsip,
dan praktik hukum perdata nasional, khususnya dalam aspek kontrak, tanggung jawab hukum,
dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
bagaimana perkembangan hukum dagang di era globalisasi mempengaruhi hukum perdata
nasional serta mengidentifikasi bentuk-bentuk penyesuaian hukum yang diperlukan agar
sistem hukum Indonesia tetap relevan, adaptif, dan selaras dengan perkembangan hukum
internasional.

2. METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian deskriptif-normatif. Pendekatan ini digunakan untuk
menggambarkan dan menganalisis secara mendalam perkembangan hukum dagang di
era globalisasi serta dampaknya terhadap hukum perdata nasional. Data dikumpulkan
melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur yang
relevan, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-
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undangan, serta dokumen hukum internasional yang berkaitan dengan perdagangan
global dan sistem hukum Indonesia.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan tematik dengan mengidentifikasi isu-
isu utama yang berkaitan dengan transformasi hukum dagang dan pengaruhnya terhadap
prinsip-prinsip hukum perdata. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu
dengan membandingkan berbagai referensi yang kredibel untuk memastikan konsistensi
dan akurasi informasi yang digunakan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat
memberikan pemahaman komprehensif mengenai arah perkembangan hukum dagang di
tengah globalisasi dan implikasinya terhadap pembaruan hukum perdata nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Dinamika Perkembangan Hukum Dagang Di Era Globalisasi

Globalisasi telah membawa perubahan besar terhadap struktur dan praktik
perdagangan di seluruh dunia, termasuk dalam konteks hukum dagang (Impact et al. 2025).
Kegiatan ekonomi yang sebelumnya bersifat lokal kini telah berkembang menjadi lintas batas,
menciptakan kebutuhan akan sistem hukum yang mampu mengatur interaksi bisnis
antarnegara. Dalam situasi ini, hukum dagang berperan sebagai instrumen utama yang
mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dalam skala nasional maupun internasional.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum dagang tidak lagi berdiri sebagai sistem hukum
yang statis, melainkan mengalami evolusi mengikuti arus globalisasi ekonomi dunia.

Salah satu bentuk nyata dari dinamika tersebut adalah munculnya berbagai perjanjian
dan lembaga internasional yang mempengaruhi pembentukan hukum dagang nasional.
Organisasi seperti World Trade Organization (WTO), ASEAN Free Trade Area (AFTA), dan
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) memberikan tekanan sekaligus
peluang bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan regulasi hukumnya
agar sejalan dengan standar global. Konsekuensinya, Indonesia harus merevisi atau
memperbaharui beberapa ketentuan hukum dagang yang masih bersumber dari Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) warisan kolonial agar tetap relevan dalam
menghadapi tantangan perdagangan modern (Sinta Solihah, Leny Megawati, and Anita
Kamilah 2025).

Kemajuan teknologi informasi juga menjadi faktor utama dalam mempercepat dinamika
perkembangan hukum dagang di era globalisasi (Susilowati and Akkapin 2025). Digitalisasi
ekonomi melalui e-commerce, sistem pembayaran elektronik, dan kontrak digital (e-contract)
telah mengubah cara pelaku usaha melakukan transaksi dagang. Hal ini menuntut adanya
inovasi dalam sistem hukum, termasuk pengaturan mengenai perlindungan konsumen digital,
keamanan data, dan validitas kontrak elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum
dagang kini tidak hanya berurusan dengan kegiatan konvensional, tetapi juga dengan aspek
teknologi yang semakin kompleks dan memerlukan adaptasi hukum yang cepat.

Selain tantangan di bidang teknologi, globalisasi juga memunculkan fenomena
liberalisasi ekonomi yang memengaruhi prinsip-prinsip dasar hukum dagang. Asas kebebasan
berkontrak yang menjadi dasar utama dalam hukum perdata dan dagang kini harus diimbangi
dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Banyaknya perusahaan multinasional
yang beroperasi di berbagai negara memunculkan isu etika bisnis, tanggung jawab korporasi
(corporate responsibility), dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam transaksi
bisnis. Oleh karena itu, hukum dagang modern dituntut tidak hanya memberikan kepastian
hukum, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, sosial, dan ekonomi.
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Dalam konteks nasional, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam
menyesuaikan hukum dagangnya dengan perubahan global tanpa mengorbankan nilai-nilai
hukum nasional. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pembaruan hukum, seperti
pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Kedua regulasi ini menjadi contoh bagaimana hukum dagang Indonesia bertransformasi
mengikuti perkembangan global. Namun demikian, masih terdapat banyak ketentuan dalam
KUHD yang memerlukan revisi agar mampu mengakomodasi praktik perdagangan modern
yang bersifat digital, cepat, dan lintas batas.

Dengan demikian, dinamika perkembangan hukum dagang di era globalisasi
menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem hukum yang kaku menuju sistem
hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Globalisasi telah memperluas
cakupan hukum dagang, dari sekadar pengaturan hubungan bisnis domestik menjadi
instrumen penting dalam tata kelola perdagangan global. Oleh karena itu, Indonesia perlu
terus melakukan harmonisasi hukum dagang nasional dengan standar internasional agar
mampu bersaing di kancah global, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan
ekonomi dan prinsip keadilan dalam sistem hukum perdata nasional.

b. Pengaruh Globalisasi Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perdata

Globalisasi tidak hanya membawa dampak pada bidang ekonomi dan perdagangan,
tetapi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan prinsip-prinsip
hukum perdata (Agustina 2019). Hukum perdata, yang pada dasarnya mengatur hubungan
antarindividu berdasarkan kesetaraan dan kebebasan berkehendak, kini menghadapi
tantangan baru akibat meningkatnya interaksi hukum lintas negara. Prinsip-prinsip dasar
seperti kebebasan berkontrak (freedom of contract), itikad baik (good faith), dan pacta sunt
servanda (janji harus ditepati) harus ditafsirkan ulang agar sesuai dengan konteks
perdagangan global dan teknologi digital yang berkembang pesat. Dengan kata lain,
globalisasi telah memperluas ruang lingkup penerapan hukum perdata dari yang semula
bersifat nasional menjadi transnasional.

Salah satu pengaruh nyata globalisasi terhadap prinsip hukum perdata adalah
munculnya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berkontrak dan
perlindungan terhadap pihak yang lemah (Akbar Maulidun Imam , Muhjad Hadin 2023). Dalam
konteks perdagangan internasional dan transaksi elektronik, tidak semua pihak memiliki posisi
tawar yang seimbang. Perusahaan besar dengan kekuatan modal dan teknologi yang tinggi
sering kali mendominasi hubungan hukum dengan konsumen atau pelaku usaha kecil. Oleh
karena itu, hukum perdata modern harus mengakomodasi prinsip keadilan dan kepatutan
untuk memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan, terutama dalam
perjanjian komersial global yang melibatkan berbagai yurisdiksi (Anggriani et al. 2024).

Selain itu, globalisasi juga menuntut adanya penerapan itikad baik (good faith) dalam
setiap transaksi perdata lintas negara (Agustina 2019). Prinsip ini menjadi semakin penting
karena perbedaan budaya hukum dan sistem ekonomi antarnegara dapat menimbulkan
ketidakpastian dalam pelaksanaan kontrak. Itikad baik tidak hanya diartikan sebagai niat jujur
dalam membuat perjanjian, tetapi juga mencakup kewajiban moral dan tanggung jawab sosial
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untuk bertindak secara adil. Dalam konteks hukum global, penerapan prinsip ini dapat
memperkuat kepercayaan antar pelaku usaha internasional serta mengurangi potensi
sengketa akibat ketidakseimbangan informasi atau pelanggaran kepercayaan dalam kontrak
dagang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa globalisasi telah mendorong transformasi
mendasar terhadap prinsip-prinsip hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata kini tidak
hanya berfungsi sebagai pengatur hubungan antarindividu, tetapi juga sebagai mekanisme
untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan, keadilan, dan kepastian hukum dalam
konteks global. Prinsip-prinsip klasik seperti kebebasan berkontrak dan itikad baik tetap
relevan, namun perlu disesuaikan dengan nilai-nilai universal dan perkembangan teknologi
modern. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan reinterpretasi hukum perdata agar tetap
responsif terhadap dinamika global sekaligus menjaga karakteristik hukum nasional
Indonesia.

c. Dampak Globalisasi Terhadap Praktik dan Penegakan Hukum Perdata Nasional

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik hukum perdata
nasional, terutama dalam bidang transaksi, kontrak, dan penyelesaian sengketa. Interaksi
ekonomi lintas negara menimbulkan hubungan hukum yang semakin kompleks dan sering kali
melibatkan pihak-pihak dari berbagai yurisdiksi. Kondisi ini menuntut sistem hukum perdata
Indonesia untuk lebih adaptif dan mampu mengakomodasi perkembangan hukum
internasional. Prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian
hukum kini diuji dalam konteks global yang sarat dengan dinamika ekonomi dan teknologi
digital.

Salah satu dampak utama globalisasi adalah munculnya bentuk-bentuk transaksi baru
seperti perdagangan elektronik (e-commerce) dan kontrak digital (e-contract) yang
belum sepenuhnya diatur dalam hukum perdata klasik (Toyi and Hamidun 2025). Praktik
hukum kini menuntut para ahli hukum, notaris, dan hakim untuk memahami sistem hukum
internasional serta aspek teknologi informasi agar dapat menafsirkan aturan secara tepat. Hal
ini juga mendorong pembentukan undang-undang baru seperti Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai bentuk
adaptasi hukum nasional terhadap kebutuhan global (Nelsa Fitri 2022).

Dalam bidang penegakan hukum, globalisasi mendorong pergeseran dari
penyelesaian sengketa secara litigasi ke arah Alternatif Penyelesaian Sengketa
(Alternative Dispute Resolution/ADR) seperti arbitrase dan mediasi internasional (Thalita
2024). Lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) kini
memainkan peran penting dalam menangani sengketa dagang lintas negara. Pergeseran ini
menunjukkan bahwa penegakan hukum perdata harus lebih efisien, fleksibel, dan mampu
memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di tengah kompetisi ekonomi global yang
semakin ketat.

Dengan demikian, globalisasi telah memberikan pengaruh besar terhadap praktik dan
penegakan hukum perdata di Indonesia, baik dari sisi regulasi maupun kelembagaan (Suatu
and Yuridis 2021). Di satu sisi, globalisasi mendorong pembaruan hukum agar lebih modern
dan sesuai dengan standar internasional, tetapi di sisi lain, menuntut kesiapan aparat hukum
dan sistem peradilan untuk menghadapi tantangan baru. Oleh karena itu, diperlukan upaya
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berkelanjutan dalam harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional serta
peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, agar hukum perdata Indonesia
tetap relevan, adil, dan adaptif di tengah arus globalisasi.

4. SIMPULAN

Perkembangan hukum dagang di era globalisasi telah membawa perubahan besar
terhadap sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perdata. Globalisasi
mendorong terjadinya modernisasi dalam pengaturan transaksi, kontrak, serta mekanisme
penyelesaian sengketa yang semakin kompleks dan lintas batas. Prinsip-prinsip dasar
hukum perdata seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian hukum Kkini
mengalami penyesuaian agar tetap relevan dengan dinamika perdagangan global dan
kemajuan teknologi digital. Transformasi ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak
dapat berdiri sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan norma dan standar hukum
internasional untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif dan berdaya saing.

Secara keseluruhan, globalisasi membawa dampak positif sekaligus tantangan bagi
praktik dan penegakan hukum perdata nasional. Di satu sisi, globalisasi mendorong
pembaruan regulasi dan penguatan lembaga hukum agar mampu menghadapi perubahan
ekonomi global. Namun di sisi lain, diperlukan kehati-hatian agar penyesuaian hukum
tersebut tidak mengikis nilai-nilai keadilan dan karakteristik hukum nasional Indonesia. Oleh
karena itu, upaya harmonisasi antara hukum dagang dan hukum perdata harus terus
dilakukan guna menciptakan sistem hukum yang seimbang—yaitu hukum yang mampu
menjamin kepastian, menegakkan keadilan, serta memberikan kemanfaatan bagi seluruh
masyarakat di tengah arus globalisasi.
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